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Abstract: The rise of  new trend in social studies about law in the 
1960-1970s encouraged the emergence of  critical studies of  law, such 
as Critical Legal Studies (CLS). Critical legal studies was influenced 
by postmodernism and aimed to respond the failure of  liberal 
positivistic approaches to law. One salient feature of  the positivistic 
legal method is to put reality under law. In other words, law is used 
as a categorical analysis to construe and settle disputes because no 
reality beyond law. In contrast to this school, Critical Legal Studies 
offers a new approach to law. It attempts to analyze law critically by 
revealing relationships between legal doctrines and facts and criticize 
them. Law is understood not as a closed system that is infallible 
of  reality but is decisively affected by it; be it politics, economics, 
religion or other social facts. To Critical Legal Studies, any study of  
law should bear wider political and social implications that benefit 
people.
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Abstrak: Kebangkitan kembali kajian-kajian sosial mengenai 
hukum pada dekade 1960-1970-an diikuti dengan kelahiran critical 
legal thought generasi baru, seperti studi hukum kritis (Critical Legal 
Studies). Secara umum, pemikiran gerakan studi hukum kritis (CLS) 
yang merupakan fenomena post-modernisme dan bentuk respon 
terhadap pemikiran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal. 
Sebagaimana diketahui, dalam tradisi hukum liberal positivistik 
penyelesaian hukum dilakukan dengan cara deduksi dari aturan-
aturan yang sudah ada terhadap kasus hukum yang ada. Critical Legal 
Studies menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan melihat 
relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan 
kritiknya. Berbeda dengan kaum legis liberial, gerakan CLS ini 
memang ingin mengarahkan kritik mereka mempunyai sumbangan 
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bagi transformasi politik dalam masharà'at atau mempunyai implikasi  
praksis.
Kata Kunci: Studi Hukum, Hukum Islam, dan Pendekatan Kritis
____________________________________________________
A. Pendahuluan
KebangKitan Kembali Kajian-Kajian sosial mengenai hukum pada dekade 1960-
1970-an diikuti dengan kelahiran critical legal thought generasi baru, seperti studi 
hukum kritis (Critical Legal Studies). Secara umum, pemikiran gerakan studi 
hukum kritis (CLS) yang merupakan fenomena post-modernisme dan bentuk 
respon terhadap pemikiran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal. 
Sebagaimana diketahui, dalam tradisi hukum liberal positivistik penyelesaian 
hukum dilakukan dengan cara deduksi dari aturan-aturan yang sudah ada 
terhadap kasus hukum yang ada.1
Di antara hal yang melatar belakangi lahirnya CLS adalah anggapan bahwa 
hukum gagal dalam memainkan peran menjawab permasalahan yang ada. CLS 
menolak perbedaan antara teori dan praktik, sekaligus menolak perbedaan 
antara fakta (fact) dan nilai (value) yang merupakan karakteristik paham liberal. 
Dengan demikian, aliran ini menolak kemungkinan teori murni (pure theory), 
tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap 
transformasi sosial yang praktis. 2
Kegagalan hukum menjawab permasalahan yang ada disebabkan oleh 
empat hal. Pertama, hukum mencari legitimasi yang salah dengan mencari 
prosedur hukum yang berbelit. Prosedur hukum yang berbelit dan bahasa 
yang susah dimengerti dijadikan alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh 
mereka yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral. Kedua, 
hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi. Setiap kesimpulan hukum 
selalu terdapat sisi sebaliknya, sehingga kesimpulan itu hanya merupakan 
pengakuan terhadap pihak yang berkuasa (yang berkuasa secara dominan). 
Dalam hal ini hakim memihak pada salah satu pihak (yang kuat) yang dengan 
sendirinya akan menekan pihak yang lain.
1Martin P. Golding dan William E. Edmundson, The Blackwell Guide to the Philoshophy of  Law 
and Legal Theory (USA: Blacwell Publishing Ltd. 2005), h. 80-85.
2Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 68-70. Lihat juga 
Andrew Altman, Critical Legal studies: A Liberal Kritik (Princeton: Princeton University Press, 1989).
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Ketiga, tidak ada prinsip-prinsip dasar dalam hukum. Tidak seperti halnya 
ahli hukum tradisional yang mempercayai bahwa prinsip yang mendasari setiap 
hukum adalah pemikiran yang rasional, sebaliknya aliran ini menganggap bahwa 
rasionalitas itu pun merupakan ciptaan masharà'at yang merupakan pengakuan 
terhadap kekuasaan, karenanya tidak kesimpulan yang valid yang diambil 
dengan jalan deduktif  ataupun verifikasi empiris. Keempat, hukum tidak netral, 
keputusan yang diajukan sering kali bias dan hakim hanya berpura-pura tidak 
memihak dan mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi, atau 
prinsip keadilan. Padahal, yang terjadi mereka selalu bias dan selalu dipengaruhi 
oleh ideologi, legitimasi, dan mistifikasi yang dianut untuk memperkuat kelas 
yang dominan.3
Critical Legal Studies menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan 
melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan 
kritiknya. Berbeda dengan kaum legis liberial, gerakan CLS ini memang ingin 
mengarahkan kritik mereka mempunyai sumbangan bagi transformasi politik 
dalam masharà'at atau mempunyai implikasi  praksis. Kalangan CLS ingin 
mengedepankan analisis hukum yang tidak hanya bertumpu semata-mata pada 
segi-segi doktrinal (internal relation), tapi juga dengan mempertimbangkan 
berbagai faktor di luar itu, seperti preferensi-preferensi ideologis, bahasa, 
kepercayaan, nilai-nilai, dan konteks politik dalam proses pembentukan dan 
aplikasi hukum (external relation). CLS menuntut pemahaman terhadap 
kepustakaan fenomenologi, post-struktualisme, dekonstruksi, dan linguistik 
untuk membantu memahami relasi eksternal tersebut.
Bagi CLS, hukum adalah sebuah produk yang tidak netral karena di sana 
selalu ada berbagai kepentingan-kepentingan tersembunyi di belakangnya. 
Teori CLS sangat bermanfaat terutama untuk menganalisis proses-proses 
hukum yang terjadi di Amerika. Studi ini mungkin sangat berguna untuk 
meninjau lebih jauh perkembangan analisis hukum yang mempunyai jalinan-
jalinan rumit, yang tidak cukup diuraikan melalui hukum formalisme dan 
objektivisme.
Salah satu bentuk paling umum yang dipraktikkan oleh studi hukum 
kritis adalah dengan membedah konsistensi internal dari sebuah teori, sebuah 
kesimpulan karakteristik yang berlawanan dengan teori hukum liberal.
3Ibid., hlm. 71.
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Cara mereka dalam mengembangkan diskursus mempunyai watak 
oposan terhadap jurisprudensi dalam tradisi hukum liberal sehingga sejak awal 
kehadirannya, gerakan ini mendapat perlawanan dan tentangan keras dari ahli-
ahli hukum positivis dan kaum liberal. Di mana inti pemikiran liberal adalah 
membangun teori tentang pemisahan hukum dengan politik dan otonomi atau 
netralitas proses hukum.
Di Indonesia, Satjipto Raharjo adalah salah satu ahli hukum yang sangat 
gigih memperjuangkan pemikiran hukum alternatif  sebagai mainstrim baru 
seperti tampak dalam dalam beberapa tulisannya, “Rekonstruksi Pemikiran 
Hukum di Era Reformasi”.4 Beliau juga mengupas tentang “Tinjauan Kritis 
terhadap Pembangunan Hukum Indonesia”. Dalam orasinya ketika mengakhiri 
jabatan Guru Besar, beliau menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diberi 
judul ”Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan”. Dari 
beberapa tulisan tersebut, sangat jelas kajian-kajian kritis untuk membebaskan 
hukum di Indonesia dari belenggu konservatif. Meskipun demikian, di kalangan 
ahli hukum studi hukum kritis di Indonesia belum terjadi kesepakatan apakah 
kegiatan mereka ditujukan terbentuknya grand theory, sebagian setuju, namun 
yang lain tidak.5
CLS kemudian berkembang menjadi lebih spesifik lagi dan melahirkan 
beberapa teori hukum modern, seperti teori sosiologi yurisprudensi (Sociological 
Jurisprudence),6 teori realisme hukum Amerika (American Legal Realisme),7 teori 
4Satjipto Raharjo, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi”, Makalah dalam 
Seminar Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi yang diselenggarakan Program 
Doktor Universitas Diponegoro Semarang, 2000.
5Satjipto Raharjo, ”Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan”, Pidato 
Mengakhiri Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 
Desember 2000.
6Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli hukum, seperti August Comte, Herbert Spencer, 
dan Roscoe Pound. Lihat Edgar Bodeheimer, Jurisprudence The Philosophy and Methode of  The Law 
(Cambridge: Harvard University Press, 1973), h. 118-120.
7Aliran Legal Realism Amerika dipelopori oleh Oliver Wendell Holmes, yang dikenal sebagai 
the founder of  the realist shound, ia pernah menjabat hakim agung Amerika Serikat selama sekitar tiga 
puluh tahun. Aliran realisme mencoba melihat hukum sebagaimana apa adanya, tanpa idealisasi, 
sehingga berusaha menerima apa adanya, meskipun tidak menyenangkan. Martin P. Golding dan 
William E. Edmundson, The Blackwell Guide, hlm. 51-52. Tokoh lain yang mempelopori aliran ini 
adalah Benjamin N. Cardozo. Lihat Edgar Bodeheimer, Jurisprudence, hlm. 120-122.
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hukum kritis (Critical Legal Studies), teori hukum feminis (Feminist Jurisprudence), 
dan teori hukum kritis (Critical Race Theory).8
Dalam kajian studi Islam  (Islamic Studies), teori hukum kritis juga sudah 
lama menjadi pendekatan seperti yang telah dilakukan oleh Fatima Mernisi dan 
Amina Wadud dalam mengkaji teks-teks yang terkait dengan status perempuan. 
Tokoh lain adalah Nasr Hamid Abu Zayd lewat proyek kritik nalar Arabnya dan 
Abdullahi Ahmed an-Naim dengan teori naskh mansukhnya.9
B. Metode Dekonstruksi sebagai Implementasi Studi Hukum Kritis dalam 
Wacana Hukum Islam
Kritik nalar berupa dekonstruksi ini kiranya merupakan langkah tepat 
untuk mengkaji ulang bangunan epistemologi wacana keagamaan yang menjadi 
landasan kerangka berpikir umat Islam termasuk tuan guru, khususnya dalam 
diskursus hukum Islam yang menjadi referensi umat dalam merespons tantangan 
zaman. Oleh karena itu, dekonstruksi bisa menjadi sebuah pendekatan untuk 
membongkar wacana dominan yang cenderung dogmatis dan ideologis, yang 
menghilangkan batas antara Al-Quran dan tafsir. Tafsir diangkat dan disamakan 
posisinya seperti layaknya Al-Quran, sehingga tafsir pun dianggap memiliki 
nilai sakral.
Metode dekonstruksi dianggap perlu sebagai upaya kritik epistemologi 
atas bangunan keilmuan agama Islam yang selama ini dianggap permanen. 
Kritik epistemologi dalam konteks ini ditujukan pada hukum Islam sebagai 
bangunan keilmuan Islam yang dilihat sebagai produk sejarah pemikiran 
keagamaan biasa yang mempunyai dimensi relativisme dan profan. Analisis 
epistemologis dengan mengedepankan kritik harus diterapkan kepada teks suci 
ataupun profan, historis ataupun filosofis, teologis ataupun yuridis, sosiologis 
atau antropologis, terlepas dari kedudukannya atau status kognitifnya dalam 
sebuah tradisi keyakinan, pemikiran, ataupun pemahaman.
Dekonstruksi adalah sebuah strategi atau metode yang digunakan 
untuk membongkar  dan menolak segala keterbatasan penafsiran atau bentuk 
kesimpulan yang baku. Dalam pemikiran keislaman, dekonstruksi dapat dipakai 
8Martin P. Golding dan William E. Edmundson, The Blackwell Guide, hlm. 87-88. Lihat juga 
Raymond Wacks, Philosophy of  Law: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2006), 
hlm. 107.
9Lihat  Jasser Auda, Maqasid Syari’ah, hlm. 190-191.
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sebagai upaya menyingkap beberapa dimensi tradisi Islam dengan tujuan 
mengeliminasi klaim-klaim kebenaran dalam pemikiran Islam, khususnya 
pemikiran Islam klasik, karena bagaimanapun pemikiran itu dibangun di atas 
landasan episteme zamannya. 
Dalam konteks analisis hukum modern, termasuk hukum Islam, 
dekonstruki merupakan salah satu metode dari critical legal studies (CLS). 
Sebagaimana diungkapkan Safa’at bahwa upaya untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan hukum atau lebih tepatnya untuk melakukan delegitimasi terhadap 
doktrin hukum yang telah terbentuk (sesuai zamannya), CLS menggunakan 
tiga metode, yaitu trashing, decontruction dan geneology. Metode trashing adalah 
langkah untuk antitesis atas pemikiran hukum yang telah terbentuk. Metode 
ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa dalam doktrin tersebut terdapat 
kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang 
meragukan. Metode deconstruction adalah upaya untuk membongkar pemikiran 
yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran, maka dapat 
dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum. Sementara, geneology adalah metode 
penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Hal ini digunakan 
karena interpretasi sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki 
kekuatan (otoritas). Interpretasi sejarah inilah yang kemudian digunakan untuk 
memperkuat upaya rekonstruksi hukum.10
Wacana dekonstruksi pertama kali digulirkan oleh Martin Heidegger dan 
Jacques Derrida yang kemudian dipatenkan oleh para posmodernis, sayangnya 
term ini dipandang atau dinilai negatif  oleh sementara orang. Heidegger 
menyebut “dekonstruksi” dengan destruksi dalam bahasa Jerman. Meskipun 
sedikit berbeda namun dengan tujuan yang sama, Derrida menekankan bahwa 
dekonstruksi tidaklah negatif  dan destruktif  yang dapat menghancurkan 
sistem atau struktur yang telah dikonstruk dari pembicaraan sejarah, namun 
dekonstruksi adalah positif.11
Heidegger menggunakan term dekonstruksi ini sebagai usaha pelucutan 
atas bangunan pemikiran yang telah terbentuk sedemikian rupa. Destruksi 
di sini artinya pembongkaran (a freeing up) atau pelucutan (a destructuring). 
Destruksi yang membawa semangat pembongkaran dan pelucutan ini kemudian 
10 Diambil dari tulisan Muchamad Ali Safa’at dengan judul Gerakan Studi Hukum Kritis, dalam 
http:// lingkar studi politik hukum.blogspot.com/2007/9.
11 Lihat Mark Charles Worth, Philosophy and Religion from Plato to Postmodernisme (One World 
Publication, 2002), hlm. 164-165. Lihat juga Raymond Wacks, Philosophy of  Law, hlm. 99-100.
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memberikan inspirasi Jaques Derrida untuk menerapkan ide deconstruction-
nya.12
Dalam melakukan dekonstruksi, Derrida mengajukan dua pendekatan. 
Pendekatan pertama, ia menggunakan ilmu tulis (a science of  writing) yang 
kemudian dinamainya sebagai grammatology. Dalam pendekatan pertama 
ini yang penting adalah membangun sebuah keberanian untuk melakukan 
pembongkaran terhadap teks (to encourage the deconstruction of  texs) dengan 
disertai atau mengikuti logika identitas (a logic of  identity). Pendekatan kedua, ia 
gunakan prinsip yang disebut difference, yaitu kerja membedakan dalam konteks 
ruang (to differ in space) dan menunda dalam konteks waktu dan kehadiran (to 
defer means to put off  in time or to postpone presence).
Ide dekonstruksi yang diadopsi oleh para pemikir Islam ini dimaksudkan 
untuk memisahkan secara dikotomik hubungan antara dimensi historisitas yang 
aturannya selalu berubah-ubah dengan normativitas Al-Quran atau keagamaan 
Islam yang sesuai dengan waktu dan tempat. Ide ini dimaksudkan juga untuk 
melelehkan kalau tidak menghancurkan pemikiran keagamaan yang olehnya 
dianggap telah disakralkan oleh umat Islam (taqdis al-afkar ad-diniy), termasuk 
dalam bidang fikih yang terkungkung dalam jebakan otoritarianisme para 
ulama klasik sehingga menjadi ortodoksi baru.
Intelektual muslim yang cukup menonjol dalam melakukan dekonstruksi 
atas pemikiran mengenai syari’at Islam adalah Abdullah Ahmed an-Naim. 
Perspektif  an-Naim dapat disebut sebagai dekonstruksionisme, karena sifatnya 
yang bercorak pembongkaran atau pelucutan atas makna dan aktualisasi 
syari’at Islam dalam kehidupan kontemporer, baik dari segi substansi maupun 
metodologi. Bagi an-Naim, syari’at bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri, 
melainkan hanyalah interpretasi terhadap teks (nash) dasarnya sebagaimana 
dipahami dalam konteks historis tertentu. Pandangan ini menolak prinsip 
penyatuan total dan tuntas antara ajaran Islam, khususnya syari’ah Islam, dengan 
realitas kehidupan pemeluknya sebagaimana dianut kalangan fundamentalisme 
Islam dalam gerakan Islam kontemporer. Syari’ah Islam selain dipandang bukan 
sebagai keseluruhan dari ajaran Islam, pada saat yang sama aktualisasinya dalam 
12 Andrew Cutrofello, “Jacques Derrida”, dalam Edward Craige (ed.), Routlege Encyclopedia of  
Philosopohy, Vol. II (London: Rouledge, 1998), hlm. 897.
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kehidupan kontemporer sering kali menimbulkan kesulitan-kesulitan jika tanpa 
revisi, reformasi, dan rekonstruksi.13
Pentingnya reformasi dalam diskursus Islam modern sering kali dialamatkan 
pada fikih daripada syari’ah. Untuk mengubah ketetapan-ketetapan fikih yang 
dirasa problematik untuk zaman ini, tawaran yang diajukan adalah ijtihad. 
Walaupun demikian, ajakan untuk berijtihad, kata an-Na’im, jarang sekali 
diikuti oleh aplikasi aktual dan derivasi kongkret prinsip-prinsip baru syari’ah. 
Untuk membangun otentisitas dan legitimasi Islam bagi HAM universal, ada 
dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ayat-ayat Al-Quran yang sering kali 
dijadikan dasar ketidakadilan gender sudah sangat jelas. Berhadapan dengan 
ayat yang sudah jelas, HAM universal tak memiliki posisi tawar sedikit pun. 
Kedua, sejak prinsip ijtihad tradisional hanya membolehkan penerapan ijtihad 
pada ayat-ayat yang belum jelas, maka ayat-ayat yang sudah jelas tidak bisa 
diutak-atik lagi. Padahal diskriminasi, menurut an-Na’im, didasarkan pada ayat-
ayat yang sudah sangat jelas, seperti diskriminasi gender didasarkan pada Q.S. 
an-Nisa’ [4]: 34.
Secara historis, pandangan syari’ah yang membatasi hak-hak asasi manusia 
dibenarkan dan merupakan suatu perbaikan atas situasi yang ada. Menurut 
an-Na’im, jika pandangan syari’ah tentang hak-hak asasi manusia dibenarkan 
oleh konteks historis, maka selesailah pembenaran itu, karena konteks historis 
sekarang sudah berubah sama sekali. Syari’ah sebagai suatu sistem hukum yang 
praktis tidak dapat mengesampingkan konsepsi hak-hak asasi manusia yang 
berlaku pada suatu waktu yang diusahakan untuk diterapkan pada abad VII. 
Sementara itu, hukum Islam modern tidak dapat mengesampingkan konsep 
hak-hak asasi manusia mutakhir jika ia harus diterapkan sekarang.14 Oleh karena 
itu, jika terjadi hal yang demikian, maka menurut an-Na’im, syari’ahlah yang 
direvisi dari sudut pandang Islam, untuk memelihara hak-hak asasi manusia 
(HAM) universal.15
Ada dua permasalahan yang diajukan an-Na’im berkaitan dengan 
pertentangan antara hak-hak asasi manusia dan syari‘ah, yaitu perbudakan 
dan diskriminasi berdasarkan gender dan agama. Perbudakan bukanlah istilah 
13Abdullahi Ahmed an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah I, (terj.) Ahmad Suaedy (Yogyakarta: LKiS, 
1994), hlm. 7.
14 Ibid., hlm. 326.
15 Ibid., hlm. 329.
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yang dikenalkan oleh agama, karena perbudakan merupakan norma seluruh 
dunia pada saat itu. Syari‘ah mengakui perbudakan sebagai insititusi, tetapi 
mengharuskan membatasi sumber-sumber yang menambah perbudakan, 
memperjuangkan kondisi mereka, dan mendorong pembebasan mereka melaui 
berbagai cara,16 baik cara agama maupun kemanusiaan.17 Tetapi bagaimanapun 
juga, perbudakan sah menurut hukum syari‘ah hingga sekarang ini.18 Inilah 
yang dianggap an-Na’im masih mengganjal. Syari‘ah masih mengesahkan 
praktik perbudakan walaupun dengan semangat untuk menghapuskannya.
 Beberapa contoh diskriminasi perempuan dan non-muslim dalam hukum 
keluarga dan hukum perdata syari’ah adalah sebagai berikut.
1. Seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Kristen atau 
Yahudi, tetapi seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh mengawini 
perempuan muslim.19 Baik laki-laki muslim maupun perempuan muslim 
tidak boleh mengawini orang kafir, yaitu seorang yang tidak beriman 
dengan pegangan kitab yang diwahyukan.
2. Perbedaan agama merupakan penghalang dari seluruh pewarisan, 
sehingga seorang muslim tidak dapat mewarisi dari ataupun mewariskan 
kepada non-muslim.
3. Laki-laki muslim dapat mengawini hingga empat perempuan dalam 
waktu yang bersamaan, sementara itu seorang muslimah hanya dapat 
kawin dengan seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan.20
4. Seorang laki-laki muslim dapat menceraikan istrinya atau seorang dari 
istri-istrinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa akad talak, tanpa 
berkewajiban memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya 
terhadap seseorang atau suatu otorita. Sebaliknya seorang muslimah 
16Q.S. at-Taubah [9]: 60; Q.S. al-Baqarah [2]: 17 untuk pembebasan para budak bisa menggunakan 
perbendaharaan negara atau derma pribadi, Q.S. an-Nisa’ [4]: 92 dan Q.S. al-Muja>dilah [5]8: 3 
pembebasan budak sebagai penebusan dosa keagamaan dan penebusan kesalahan bagi yang banyak 
dosa. Q.S. al-Baqarah [2]: 177 dan Q.S. al-Balad [90]: 11-13 pembebasan budak adalah langkah yang 
paling berjasa. Q.S. an-Nu>r [24]: 33 mendorong muslim untuk menanggung keinginan seorang 
budak yang ingin melakukan kontrak dengan majikan untuk pembebasanya dengan imbalan 
pembayaran sejumlah uang tertentu atau memberikan berbagai pelayanan tertentu. 
17Rahman, Islam, hlm. 38.
18 An-Na’im, Dekonstruksi..., hlm. 332.
19 QS. Al-Maidah [4]: 41.
20 Q.S. an-Nisa’ [4]: 3 dan akhir ayat 129.
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dapat bercerai hanya dengan kerelaan suami atau dengan surat keputusan 
pengadilan yang mengizinkannya dengan dasar-dasar khusus, seperti 
ketidakmampuan suami dan keengganannya  mengurus istri.
5. Dalam pewarisan, seorang muslimah menerima bagian lebih sedikit dari 
bagian seorang muslim ketika keduanya berada pada tingkatan yang sama 
dalam hubungannya dengan seorang yang meninggal. 
6. Mengenai hal kompetensi menjadi saksi, di mana persaksian dua orang 
perempuan dianggap seperti seorang laki-laki (Q.S. al-Baqarah [2]: 282).
7. Perempuan mempunyai kewajiban berbakti kepada laki-laki, baik 
kedudukannya sebagai bapak, kakak, ataupun suami karena laki-laki 
adalah pemimpin bagi kaum perempuan (Q.S. an-Nisa’ [4]: 34).
8. Laki-laki mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada perempuan (Q.S. 
al-Baqarah [2]: 228).
9. Aturan pemberlakuan hijab (pemisahan perempuan dari pergaulan sehari-
hari dan ketika keluar dari rumah mereka harus menutup rapat tubuh 
mereka).21
Beberapa contoh di atas jelas sekali menunjukkan bahwa dalam syari’ah 
terdapat diskriminasi hak-hak asasi manusia berdasarkan gender. Dan hal-hal 
tersebut merupakan titik konflik dan ketegangan yang paling serius antara 
syari’ah dan hak-hak asasi manusia (HAM) universal.
Maka, bagi pemikir Islam kontemporer seperti an-Naim ataupun Abid al-
Jabiri, prioritas pertama yang harus dibongkar adalah pelapisan geologi pemikiran 
Islam yang ter (di) bentuk secara historis, berlapis-lapis, dan berlangsung lama, 
dan Arkoun menyebutnya sebagai ortodoksi. Sebab, seperti yang dianggapnya, 
tradisi keislaman yang tercermin dalam konsep ortodoksi ini, seperti teologi, 
gnostik (tasawuf ), dan fikih tidak lain adalah merupakan hasil rumusan manusia 
biasa, yang tidak luput dari kepentingan dan intervensi ideologi tertentu yang 
berkembang pada saat itu, meskipun dibingkai dengan berbagai petikan wahyu 
atau hadis Nabi Muhammad. Kalau gugusan yang mewarnai corak dan bentuk 
serta isi tradisi keilmuan Islam itu benar terhegemoni, katanya, maka tradisi 
itu sah saja untuk dikritisi, didekonstruksi, dibahas, dan dianalisis, supaya 
21Q.S. al-Ah}za>b [33]: 59; Q.S. an-Nisa’ [4]: 15. Taha, The Second Message of  Islam, hlm. 139-
145. 
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menghasilkan tradisi yang terbuka dan pluralis yang benar-benar asli dan bebas 
dari bias-bias kepentingan, terlebih-lebih pengaruh dari ortodoksi. 
Fikih atau hukum Islam yang berkembang selama ini telah menjadi 
ortodoksi baru akibat pensakralan yang berlebihan dari para pengagumnya. 
Para pemberi fatwa dalam hukum Islam tidak lagi memikirkan hukum Tuhan, 
tetapi telah berbicara atas nama Tuhan atau menjadi juru bicara Tuhan. Hukum 
Islam yang merupakan produk pemikiran abad ke-2 hijriah sangat sarat dengan 
prior text atau lingkungan yang mengitarinya.22 Dalam istilah lain, menurut CLS, 
semua pembuat keputusan hukum tergantung pada keyakinan dan pandangan 
pembuat keputusan, oleh sebab itu tidak ada penafsiran obyektif  terhadap 
fenonema hukum (no objective translation of  legal phenomena).23
C. Penutup
Hukum Islam adalah produk sejarah yang di dalamnya, peran para 
perumusnya sangat menentukan konstruksi yang dihasilkan. Rumusan-
rumusan hukum sebagaimana yang tertuang dalam katya-karya turast, 
tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sudh final dan tidak bisa berubah. 
Sebaliknya ia harus tetap dirumuskan ulang secara kreatif  agar bisa menjawab 
dan menyeleasaikan problem-peroblem kemanusiaan yang selalu berubah 
dan berkembang. Bahkan dalam banyak hal, rumusan-rumusan klasikl harus 
dibongkar atau didekonstruksi karena tidak lepas dari kepentingan dan ideologi 
para perumusnya yang jika dikontraskan dengan kebutuhan zaman kontemporer 
justru akan kontra-produktif. Hanya saja memang, kuasa hegemoni dari teks-
teks turast begitu kuat dalam kesadaran kolektif  umat Islam sehingga seringkali 
teks-teks hasil interpretasi disejajarkan secara sosiologis dan praktis dengan 
teks-teks primer (Al-Quran dan Sunnah) yang menjadi sumber hukum Islam. 
22Prior Text adalah latar belakang, persepsi, dan keadaan individu penafsir, yakni bahasa dan 
konteks kultural di mana teks tersebut ditafsirkan. Inilah yang mampu memperluas persepektif  dan 
kesimpulan penafsiran, sekaligus menunjukkan individualitas tafsiran. Hal ini tidak bisa dikatakan 
baik, namun juga tidak bisa disebut buruk bagi tafsir tersebut. Tetapi, penting dipahami secara kritis 
agar menemukan konteks yang sebenarnya. Karena menurutnya: “No method of  Quranic exegesis fully 
objective. Each exegete makes some subjective choices.” Baca Amina Wadud Muhsin, Perempuan di dalam 
al-Quran, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 7-8. 
23 Diambil dari tulisan Muchamad Ali Safa’at dengan judul Gerakan Studi Hukum Kritis, dalam 
http:// lingkar studi politik hukum.blogspot.com/2007/9.
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Padahal secara ontologis, teks-teks fiqh berada pada level kedua yaitu sebagai 
teks derivatif  yang merupakan turunan dari teks primer. 
Pendekatan kritis dalam berinteraksi dengan teks-teks hukum Islam akan 
memberikan peluang untuk melihat secara proporsional rumusan-rumusan 
hukum yang sudah ada tanpa harus memposisikannya sebagai teks sakral. 
Dekonstruksi sebagai sebuah metode kritis bisa membongkar kepentingan dan 
ideologi-ideologi yang sudah tidak relevan dengan dunia kontemporer. Isu-
isu mengenai ketimpangan gender, HAM dan pluralitas adalah beberapa isu 
yang harus tantangan bagi rumusan-rumusan hukum Islam yang sudah mafan, 
sehingga harus dilakukan kritik dan dan dekontruksi untuk menemukan spirit 
sesungguhnya dari hukum Islam, yang selama ini tertutupi oleh kepentingan 
dan ideologi para perumusnya di masa lalu. 
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